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Untuk rnemberikan penjelasan mengenal:

1. Sebagai acuan proseur usul kenaikan Fungsional PLP bagi PNS di lingkungan

Politeknik Negeri Lhokseumarve;
2. Sebagai tahapan proses usul kenaikan pangkat bagi PLP lingkungan Politeknik
Negeri Lhokseumawe;
3. Untuk mernpermudah proses kenaikan pangkat bagi PLP di lingkungan
Politeknik Negeri Lhokseumawe tepat pada waktunya.

Ruang Lingkup

1. Tata cara dan persyaratan serta kelengkapan berkas yang diperlukan untuk usul

kenaikan Fungsional PLP PNS di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;

2. Pihak-pihak yang terkait dengan proses usul kenaikan pangkat PNS di
lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumarve.

Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 02/V/PB/2010 No. 13 tahun 2010

tentang petunjuk pelaksanaan jabatanlungsional PLP;
2. Peraturan Presiden no. 27 tahun2073 tentang tunjangan jabatan fungsional PLP;

3. PeraturanPemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan

Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang

pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan adininistrastl

kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan

kebudayaan;
5. Undang-undang no. 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan jabatan fungsibnal Lab.

Pendidikan dan angka kredit

Istilah dan Definisi

1. Kenaikan Fungsional PLP PNS adalah penghargaan yang diberikan atas tugas

tanggung jawab dan wewenang melakukan pengelolaan Laboratorium pendidikan

yaog diO,rduti oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh

oleh pejabat yang berwenang.

2. Pranata Laboratorium Pendidikan dsebutkan juga dengan PLP.

DokumenTerkait

1. Foto Copy SK pangkat p€ttama dan SK pangkat terakhir;
2. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
3. Foto copy KarPegA{IDN,NIP Baru;

4. Foto Copy SK Jabatan Fungsional;
5. Foto copy SKP dua (2) tahun terakhir;

CatatanMutu/Record

surat Keputusan Dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan perhitungan angka kredit

yang diajukan oleh bersangkutan. Berdasarkan jengjang Pendidikan'

InilikatorKeberhasilan

- DUPAK Kenaikan Angka Kredit PLP

- sk dalam Jabatan Fungsional PLP sesuai dengan Peta Jabatan Politeknik Negeri

Lhokseumawe-

G.



H. UrutanProsedul.

l. Mengusulkan dan melengkapi dokruren yang dipersyaratkan kepada Direktur.

2. Subbag HTL memeriksa kelengkapan dokumen untuk dineruskan ke basian Tim
P2AK

3. Merneriksa dan 
'renetapkan 

nilai angka kredit sesuai dengan kebutuhan.

4. Pengesahanpengantar usulan oleh pimpinan.

5. Pernberkasan dan rnengiriman ke Biro SDM Kemristek Dikti.

6. Proses persetujuan dan mengesahan SKdi instansi terkait.

7. Menyampaikan SK kenaikan fungsional plp pada yang berkepentingan.

I. Bagan Alir

Uraian Kesixtan

Mengusulkandan
melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan
kepada Direktur.

Kepegawaian untuk
memeriksa
kelengkapan
dokumen untuk
dineruskan ke bagian
Tim P2Ak

Memeriksa dan
menetapkan nilai
angka kredit sesuai

Pemberkasan dan
mengiriman ke Biro
SDM Kemristek ikti

Proaes persetujuandan
ne4esahan SKdi
i'xd'nci terkait

Menyampai kan SK
kenaikan fungsiolal
PLP pada yang
berkepentingan
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